
GUBERITUR NUSA TEITGGIIRA TIUUR

PERATT'RAI| DAERAII PROI'II|SI ITT'SA TEITGGARA TIIIIT'R

I{OMOR 8 TAHUI{ 2018

TENTAT{G

PEITYELEITq}ARAAN AI{ALISIS DAUPAK LI\LU LINTAS

UI|TTIK.'ALAIT PROYINSI DI I{USA TEITGGARA TIMT'R

DTITGAII RAH}iAT TUHAN YAI{G HAHA ESA

GUBERNT'R IIUSA TEXGGARA TIMUR'

tenirnbang : a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan umum

sebagaimana diamairatkan dalani Aliiiea Keempa'L

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, perlu dilakukan pembangunal di

segala bidang termasuk pembangunan di bidang l'alu

Lintas dan Angkutan Jalan;

b. bahwa setiap rencana pembangunan pusat kegiatan'

permukiman, dan infrastruktur dapat menimbulkan

gangguan keamanan, keselamatan' ketertiban' dan

kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan;

c. bahwa sesuai Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 32

Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa-' Analisis

Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas' setiap

rencana pembangunan pusat kegiatan' permukiman' dan

infrastntktur yang akan menimbulkan gangguan

keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu

lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan analisis

damPak lalu lintas;

d. bahwa ber<lasarkan Undang-Un<iang Nomor 23 Tahun

2014tentangPemerintahanDaerah,PemerintahProvinsi

berwenang memberikan persetujuan hasil analisis

damPak lalu untuk jalan Provinsi;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d'

perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang

Penyelenggaran Analisis Dampak Lalu Lintas untuk

Jalan Provinsi di Nusa Tenggara timut; $
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Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali' Nusa

Tenggara Barat dan Nusa Tengara Timur (kmbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115'

Tambahan kmbaran i'iegara Repubiik indonesia Nomor

76a9l,;

3. Undang-Undang Nomot 22 Tat:Lun 2OO9 tentang Lalu

Lintas dan Ang[utan Jalan (l'embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 96' Tambahan lrmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Repubiik

IndonesiaTahun2014Nomor244'Tarnbahanlembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahhan Daerah (lembaran Negara Republik

intionesia Tahun 2015 Nomor 58' Tambahan kmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang

Jalan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 86, Tambahan trmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4655);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang

Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta

Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (trmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61' Tambahan

Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 52211; /!''

-2-



Menetapkan

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun

2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu

Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 570) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2016 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor

PM 75 Tahun 20i5 tentang Penyeienggaraan Anaiisis

Dampak t alu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 634);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan PersetuJuan Bersama

DEWAIT PTRWAIGLAN RAKYAT DAIRAH

PROVIITSI I{USA TENGGARA TIMUR

dan

GUBERISUR NUSA TENGGARA TIMUR

MEMUTUSI{AN:

: PERAT!]RAN DAERAH TENTAITG PEITELEI{GC}ARAAI{
ANALISIS DA.MPAK LALU LII{TAS UITTUK JALAIT

PROVINSI DI NUSA TEI{GGARA TIMUR.

BAB I
XETENTUAN T'MUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur'

3. Dinas a<ialah Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur'

4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara

Timur.

5. Tim Evaluasi adalah Tim yang menilai serta mengevaluasi dokumen

hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang disampaikan oleh pengembang/

pembangun.4!
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6 Pengembang/ Pembangun adalah orang, badan hukum' kelompok orang

atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik yang akan

membangun atau mengembangkan pusat kegiatan' permukiman' dan

infrastruktur.

Kegiatan dan/ atau usaha adalah Kegratan dan/ atau usaha berkaitan

dengan pemanfaatan ruang di dalam suatu kawasan atau lokasi'

Dampak i,alu Linias adaiah pengaruh yang mengakibatkan perubahan

tingkat pelayanan lalu lintas menjadi tingkat yang lebih rendah'

diakibatkan oleh suatu kegiatan dan/atau usaha pada unsur-unsur

jaringan transPortasi jalan.

Analisis Dampak Lalu Lintas yang sel'anjutnya disebut Andalalin adalah

serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari

pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang

hasiinya <iituangkan daiam bentuk dokumen hasii anaiisis dampak

lingkungan.

Jalan adalah jalan Provinsi.

Dokumen ANDALALIN adalah hasil Studi/Kajian mengenai dampak

7.

8

9

10.

11.

suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu terhadap lalu lintas yang

diperlukan bagi proses pengambilan keputusan, yang terdiri dari

dokumenkerangkaacuan'dokumenanalisiskinerjalalulintas,serta
dokumen manajemen dan rekayasa iaiu lintas jalan'

12. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah kegiatan yang dilakukan

untuk mengoptimalkan penggunaar seluruh jaringan jalan' guna

peningkatankeselamatan,ketertibandankelancaranlalulintas.

Palal 2

Analisis dampak lalu lintas diselenggarakan berdasarkan asas :

a. transparan;

b. akuntabel;

c. berkelanjutan;

d. partisipatif;

e. bermanfaat;

f. efisien dan efektif;

g. seimbang;

h. adil; dan

i. bijaksana.lp



Pasal 3

(1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan arah dan

landasan yuridis dalam penyelenggaraan analisis dampak lalu

lintas di jalan Provin si.

(2\ Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a. mewujudkan lalu lintas yang aman, selamat, lancar, tertib

dan teratrrr; <ian

b. menjalankan fungsi pengawasan dan pengendaliarr terhadap

pelaksanaan analisis dampak lalu lintas akibat adanya

kegiatan di sisijalan.

Pasal 4

Ruang lingkup analisis dampak lalu lintas dalam Peraturan Daerah ini

meliputi:

a. Andalalin;

b. penyusun Dokumen Hasil Andalalin;

c. penilaian Dokumen Hasil Andalalin; dan

d. pembinaan dan pengawasan.

BAB II
AITDAI,ALIIT

Baglan Kesatu

Pusat Keglatan, Permuklman dan Infrastruktur

Pasal 5

Setiap orang dan / atau badan yang akan membangun pusat kegiatan,

permukiman dan inirastruktur yang akan menimbuikan gangguarl

keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan

jalan, wajib dilakukan Analisis Dampak lalu Lintas.

Pasal 6

(l) Pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat berupa pembangunan baru

atau pengembangan.

(2) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan

Andalalin terhadap bangunan yang diperuntukkan:

a. kegiatan perdagangan;

b. kegiatan perkanloran;

c. kegiatan industri; /!r
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d.fasilitas Pendidikan seperti:

1)Sek01ah atau uniVersitas;

2)lembaga kurSus.

e. faSIlitas pelayanan umunl Sepertl:

1)rumah sakit;

2)klinik bersama;

3)レmk.

f. stasiun penglsian bahan bakar;

g. hotel;

h gedung pertemuan;

1. restoran;

j. fasilitas olah raga trldο Or atau Outcr。。ち

k.bengkel kendaraan be・ 11・OtOr;

l  pencucian inobil;dan/atau

m.bangunan lainnya.

(3)Pe..・・ukiman sebaga■mana dimaksud pada ayat(1)Wa」
ib dilakukan

ANDALALIN terhadap bangunan yang diperuntukkan:

a_ perumahan dan pe・・・・ukiman;

b rumah Susun dan apartemen;

c. asrallna;

d. ruko;dan/atau

e. pe・・・・ukiman l譴nnya.

(4)InfraStruktur sebagalmana dimaksud pada ayat(1)Wttib dilakukan

ANDAL姐しIN aninra lain berupa:

a. Akses ke dan dadjalan tol;

b. pelabuhan;

c. bandara udara;

d.te.mmal;

e stasiun kereta api;

i pool kendaraan;

g fasilitas parldr untuk umunl;

h jalan layang θυ oυθり;

i.lintas bawah μnderpaミリj

j.terowongan;dan/atau

k. infranstruktur iatnnya. /f.
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(2)

(3)

Baglan Kedua

Krlterla
Pasal 7

Kriteria rencana pembangunan pusat kegiatan perdagangan,

perkantoran, industri dan gedung pertemuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf h, wajib

diiakukan AI\IDALALIN dihitung berdasarkan iuas iantai bangunan.

Kriteria rencana bangunan fasilitas Pendidikan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, wajib dilakukan Andalalin dihitung
berdasarkan jumlah siswa yang mampu ditampung atau diterima dalam

satuan waktu tertentu.

Kriteria rencana pembangunan fasilitas pelayanan umum sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (21 huruf e, wajib dilakukan ANDALALIN

dihitung berdasarkan:

a. jumlah tempat tidur, untuk rumah sakit;

b. jumlah ruang praktek dokter, untuk klinik bersama; atau

c. luas bangunan untuk bank.

Kriteria rencana pembangunan untuk stasiun pengisian bahan bakar

umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f, wajib

dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan jumlah dispenser.

Kriteria rencana pembangunan hoiei sebagaimana dimaksud daiam

Pasal 6 ayat l2l huruf g, wajib dilakukan ANDALALIN dihitung
berdasarkan jumlah kamar.

Kriteria rencana pembangunan fasilitas restoran sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 ayat (2) huruf i, wqiib dilakukan ANDALALIN dihitung
berdasarkan jumlah tempat duduk.

Kriteria rencana pembangunan fasilitas olah raga indoor/ outdoor

sebagaimana dimaksud daiam Pasai 6 ayat (2i huruf j, wajib diiakukan

ANDALALIN dihitung berdasarkan kapasitas penonton dan/atau luas

lahan.

Kriteria rencana pembangunan bengkel kendaraan bermotor dan

pencucian mobil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (21 huruf k
dan huruf 1, wajib dilakukan ANDALALIN dihitung berdasarkan luas

latran. /t--/

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)
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Paral 8

Kriteria rencana pembangunan perumahan dan pemukiman' rumah

susun, dan apartemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3)

huruf a dan huruf b, yang wajib dilakukan Andatalin dihitung

berdasarkan jumlah unit.

Kriteria rencana pembangunan asrama sebagaimana dimaksud dalam

Pasai 6 ayat (3) huruf c, yang wajib diiakukan Anddalin dihitung

berdasarkan jumlah kamar.

Kriteria rencana pembangunan ruko sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 ayat (3) huruf d, yang wajib dilakukan Andalalin dihitung

berdasarkan luas lantai bangunan'

Pasal 9

Rencana pembangunan infrasiruktur sebagaimana dimaksud daiam

Pasal 6 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c' huruf d' huruf e' huruf f'

huruf g, dan huruf k wajib dilakukan Andalalin'

Rencana pembangunan infrastruktur jalan layang (flgeouefi, lintas

bawah (underpassl, dan/ atau terowongan (tunnel) sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf h, huruf i, dan huruf j wajib

dilakukan ANDALALIN apabila jalan layang tJlgowrl dan/atau lintas

bawah (underpass) danT atau terowongan (hmnel) merupakan jaian akses

dari/jalan eksisting'

Dalam hal rencana pembangunan infrastruktur jalan layang (flgouer)'

lintas bawah (underpass), dan/atau terowongan (funnel) sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) menghubungkan jalan yang belum pernah ada'

tidak wajib dilakukan Andalalin.

Pasal 1O

Kriteria rencana pembangunan bangunan/pemukiman/infrastrul'rtur lainnya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (21huruf m, ayat (3) huruf e' dan

ayat (4) huruf k, yang wajib dilakukan Andalalin apabila ternyata

diperhitungkan telah menimbulkan 75 (tujuh puluh lima) pe{alanan

(kendaraan)barupadajampadatdan/ataumenimbulkanrata-rata5o0(lima

ratus) perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang

dipengaruhioiehadanyabangunan/permukiman/infrastrukturyang

(2)

(3)

(2)

(3)

dibangun atau dikembanCk"" ry
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(2)

(4)

(5)

Pasal 11

Rencana pengembangan pusat kegiatan, dan permukiman sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) lebih besar dari 30 7" (tiga puluh

persen) dari kondisi awal wajib dilakukan Andalalin'

Rencana pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam

pasal 6 ayat (4) lebih besar dari 50 o/o (lima puluh persen) dari fasilitas

utama, wajib diiakukan Andalaiin.

(3) Perubahan terhadap fungsi peruntukkan bangunan dari fungsi awal'

wajib dilalukan Andalalin.

Kriteria ukuran minimal rencana pembangunan pusat kegiatan,

permukiman dan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7,

Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 1O wajib dilakukan Andalalin'

Kewajiban dilalukan Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

adaiah sebagaimana tercantum daiam Lampiran I dan merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
PEIIYUSUNAN DOKUMEIT ANDALALIN

Baglan Kesatu

Dokumen Andalaltn

Pasai 12

Penyusunan Andalalin hasihrya dituangkan dalam bentuk Dokumen

Hasil Andalalin.

Dokumen hasil ANDALALIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling

sedikit memuat :

a. Perencanaan dan metodologi ANDALALIN yang meliputi :

1) penjelasan rencana pembangunan baru atau pengembangan;

2) cakupan wilayah kajian berdasarkan rencana pembangunan

atau pengembangan;

3) perkiraan transportasi yang digunakan, bangkitan / tarikan

lalu lintas, distribusi peg'alanan, pemilihan moda, dan

pembenanan lalu lintas;

4) penetapan tahun dasar yang dipakai sebagai dasar analisis;

5) periode analisis paling sedikit 5 (lima) tahun;

6) kebutuhan pengumpuian daia ialu iintas;

7) karakteristik dan intensitas tata guna lahan existing maupun

kondisi yang akan datang; 4t/-
./

(2)
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8) penggunaan dan pemilihan model transportasi; dan

9) metodologi penyusunan dokumen hasil analisis dampak lalu

lintas.

b. Analisis kondisi lalu lintas saat ini meliputi :

1) kondisi prasarana jalan paling sedikit memuat geometris jalan,

lebar jalan, perkerasan jalan, dimensi potongan melintang

jalan, fungsi jaian, status jaian, keias jalan dan periengkapan

jalan;

2) kondisi lalu lintas existing paling sedikit memuat data historis

volume lalu lintas, volume gerakan membelok, panjang

antrian, kecepatan rata-rata kendaraan, waltu perjalanan,

okupansi jalan, data penumpang angkutan umum, pejalan

kaki dan pesepeda; dan

3) kondisi angkui:an jaian paling sedikit memuat jaringan trayek,

faktor muat, jenis kendaraan dan waktu tunggu.

c. Analisis bangkitan / tarikan pe{alanan lalu lintas dan angkutan jalan

akibat pembangunan, berdasarkan kaidah teknis transportasi

dengan menggunakan faktor tnp rate yang ditetapkan secara

nasional atau provinsi;

d. Analisis distribusi perjalanan;

e. Anaiisis pemiiihan moda;

f. Analisis pembebanan peg'alanan;

g. Simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap ANDALALIN

meliputi:

1) simulasi kinerja lalu lintas sebelum pembangunan;

2) simulasi kinerja setelah pembangunan;

3) simulasi kineq'a lalu lintas saat pembangunan; dan

4) simulasi kinery'a iaiu iintas dalam jangka waktu paiing sedikit

5 (lima) tahun.

h. Rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampat, yang

meliputi:

1) peningkatan kapasitas ruas jalan dan /atau persimpangan

jalan;

2) penyediaan angkutan umum;

3) manajemen kebutuhan angkutan umum;

4) manajemen kebutuhan Ialu lintas;

5) penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan/ atau

taman parkir; i!)

-10-



6) penyediaan alses keluar dan masuk untuk orang, kendaraan

pribadi dan kendaraan barang;

7) penyediaan fasilitas bongkar muat barang;

8) penataan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan;

9) penyediaan fasilitas pejalan kaki dan berkemampuan khusus;

l0) penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di dalam kawasan;

i 1) penyediaan sistem informasi iaiu lintas;

12) penyediaan tempat menaikan dan menurunkan penumpang di

dalam kawasan; dan

13) penyediaan fasilitas penyeberangan.

i. Rincian tanggung jawab pemerintah dan pengembang atau

pembangun dalam penanganan dampak berupa kegiatan

sebagaimana dimaksud pada huruf h.

j. Rencana pemantauan dan evaiuasi yang memuat :

1) Pemantauan oleh Pemerintah, meliputi:

a) Pemantauan terhadap implementasi dari rekomendasi

penangganan dampak; dan

b) Pemantauan terhadap kinerja ruas jalan disekitar wilayah

pembangunan atau pengembang termasuk akses masuk

dan keluar kendaraan dilokasi pusat kegiatan,

permukiman, dan infrastruktur.

2) Pemantauan oleh pengembang atau pembangun, meliputi :

a) Pemantauan dan evaluasi terhadap akses dan sirkulasi

lalu lintas di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman,

dan infrastruktur; dan

b) Pemantauan terhadap rambu, marka, dan fasilitas

perlengkapan jalan laiannya di dalam lokasi pusat

kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur.

k. Gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan,

meliputi:

1) kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;

2) peta lokasi yang memuat tentang jenis bangunan, rencana

bangunan baru;

3) kondisi fisik dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan

disekiiar iokasi rencana pembangunan baru atau

pengembangan;

4) konsisi sosial ekonomi di sekitar lokasi rencana pembangunan

baru atau pengembangan; dan tfr
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１
■

(2)

(3)

5) kondisi lalu lintas dan pelayanan angkutan jalan yang ada

disekitar lokasi rencana pembangunan baru atau

pengembangan.

Bagian Kedua

Penyusun Dokumen Andalalln

Pasal 13

Penyusun dokumen Andalalin adalah tenaga ahli atau kelompok tenaga

ahli yang ditunjuk oleh Pengembang/ Pembangun.

Penyusun dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

harus memiiiki pengetahuan di bidang teknik perencanaan transportasi,

dan teknik manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Penyusun dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Penyusun Andalalin yang

diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

BAB TV

PEI{ILITIAIT DOKUMEN IIASIL AIYDALALIil

Pasal 14

Hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)

disampaikan oleh Pengembang/ Pembangun kepada Gubemur untuk
mendapat persetuj uan.

Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada

Pengembang/Pembangun setelah dilakukan penilaian terhadap Hasil

Anciaialin.

Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempergunakan

format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf a dan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Penilaian Dokumen Hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dimaksud berupa salah satu persyaratan pengembang/pembangun

untuk memperoleh :

a. izin iokasi;

b. lzin Mendirikan Bangunan; atau

c. Izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan

(2)

(3)

(4)

ged.ung...tt
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(2)

Pasal 15

(l) Penilaian Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan

oleh Tim Evaluasi.

Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan

Keputusan Gubernur terdiri atas unsur:

a. pembina sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;

b. pembina jalan; dan

c. Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kriteria

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :

a. melakukan penilaian terhadap hasil Andalalin; dan

b. menilai kelayakan rekomendasi yang diusulkan dalam hasil

Andaialin.

Dalam hal hasil penilaian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) menyatakan hasil Andalalin belum memenuhi persyaratan,

Gubernur mengembalikan hasil Andalalin kepada

pengembang/pembangun untuk disempurnakan.

Dalam hal hasil penilaian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) menyatakan hasil Andalalin telah memenuhi persyaratan, Tim

Evaluasi meminta kepada pengembang/pembangun untuk membuat

dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan

semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil Andatalin.

Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf
b dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah

ini.

(8) Tim Evaluasi mengajukan usuian persetujuan hasii Andaialin

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Gubernur untuk mendapat

persetujuan.

(9) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dituangkan dalam

bentuk Keputusan Gubernur atau dapat didelegasikan kepada Kepala

Dinas dalam bentuk Keputusan Kepala Oinas. Q

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

-13-



(10) Terhadap pemberian persetujuan Andalalin dikenakan biaya sebagai

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan sistem bagr hasil

sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan dibebankan

kepada Pengembalg/Pembangun kecuali untuk pembangunan

perumahan yang diperuntukan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

(MBR).

Pasal 16

Persetujuan terhadap Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15

ayat (5) memuat kewajiban yang harus dilaksanakan oleh

Pengembang/ Pembangun.

Pasal 17

(1) Evaluasi terhadap Andalalin dilakukan secara berkala'

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada

Gubernur melalui Kepala Dinas.

(4) Berdasarkan hasii evaiuasi Gubernur dapat memberikan kewajiban baru

yang harus dilaksanalan oleh Pengembang/ Pembangun.

(5) Gubernur dapat melimpahkan kewenangan pemberian kewajiban

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala Dinas.

BAB V

PEMBINAAI{ DAI{ PENGAWASAI{

Pasal 18

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewqiiban dalam

Andalalin dilakukan oleh Gubernur.

(2) Gubernur dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan

sebagaimana ciimaksud pada ayat (i) kepada Kepaia Difias. I

-14‐



(2)

BABVI
SAITKSI ADMINIS?RATIF

Pasal 19

Gubernur berwenang mengenakan sanksi administratif untuk setiap
pelaksanaan kegiatan dan/atau usaha 5zang melanggar kewajiban

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2)., ayat (3) dan ayat (4), dan
Pasal 10.

Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementara pelayanan umum;
c. penghentian sementara usaha/ kegiatan;

d. denda adrninistratif; dan f atau
e. pencabutan izin usaha.

Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a, dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka

waktu masing-masing 3O (tiga puluh) hari kalender.

Dalam hal Pengembang/Pembangun tidak melaksanalan kewajiban

setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga), dikenai
sanksi administratif berupa penghentian sementara pelayanan umum
dam/atau penghentian sementara selama 30 (tiga puluh) hari kalender.

Terhadap Pengembang/ Pembangun yang tidak meLaksanakan kewajiban

setelah berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak

penghentian sementara pelayanan umum/penghentian sementara

kegiatan dikenakan denda paling banyak 17o (satu persen) dari nilai
kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengembang atau pembangun

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi

administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan

Peraturan Gubernur.

(3)

(4)

(5)

Pendanaan Penyelenggaraan

a. Anggaran Pendapatan

Timur; dan

BAB VII
PEITDANAAIT

Pasal 20

Andala-lin dapat bersumber dari:

dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara

b. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak merrgqkat. 7/

-15-



BAB VIII
XSTINTUAN PERALIIIAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua bangunan,
permukiman dan infrastruktur wajib Andalalin, yang telah ada wajib
menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan

Daerah ini paling larna 2 (dua) tahun.

BAB IX
KETENTUAJT PEITUTT'P

Pas€J 22
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam l,embaran Daerah provinsi Nusa
Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang

pada tangga1 20」 uli 2018

/C E'. GUBERNUR NqSA TENGGARA TIMUR,}

Q*ouienr sruBornN

Diundangkan di Kupang

pada tangga1 20」 uli 2018

SEKRETARIS DAERAH

彰 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,″

イBE ITUS POLO MAING

LEMBARAN DAERAH

NOMOR 008

NOREG PERATURAN

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018

DAERAH PROVINSI

(7-151/2018)″ 1レ
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BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua bangunan,

permukiman dan infrastruktur wajib Andalalin, yang telah ada wajib

menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturax

Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun.

BAB IX
XEf,ENTUAIT PEI{UTT'P

Pa*l22
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam kmbaran Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang

pada tangga1 20」 uli 20 18

Diundangkan di Kupang

pada tangga1 20」 uli 20 18

SEKRETARIS DAERAH

夕 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,7C

キBゴ MAING

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA

NOMOR 008

TIMUR TAHUN 2018

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR:

{7-tsrl2o8l42

多

PJ. GUBERNURrySA TENGGARA TIMUR,IT

-16‐
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BAB VIII
KSTEICTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua bangunan,

permukiman dan infrastruktur wajib Andalalin, yang telah ada wajib

meflyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan

Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun.

BAB TX

KBTENTUAIT PENTTfl'P

Pa*[22
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang

pada tangga1 20」 uli 20 18

Diundangkan di Kupang

pada tanggal 20 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH

r} enovrxst NUsA TENGGARA TIMUR,I.

TIMUR TAHUN 2018LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA

NOMOR 008

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR:

(7-151/2018)4多

巧.GUBERNURttTENGGARATIMUR,〉
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BAB VIII
KBTENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua bangunan,

permukiman dan infrastruktur wajib Andalalin, yang telah ada wajib

menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan

Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun.

BAB IX
KETENTUAI{ PEITUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam kmbaran Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang

pada tangga1 20」 uli 2018

Diundangkan di Kupang

pada tanggal 20 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH

/enovrlvsr NUSA TENGGARA TTMUR, /t

POLO MAING

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018

NOMOR 008

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR:

メ 巧.GUBERNURり
写PATENGGAり

■MUR,タ

(7-rst/20181I
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PEITJELI\SAI{

ATAS

PERATURAIT DA.ERAII PROVIilSI IUSA TEIY(}CLARA TIMT'R
IYOMOR 8 TAIIUIT 2018

TENTAITG

PEIYY-ELEIT(X}ARAAN AITALISIS DAMPNI LALU LIIYTAS

T'NTUK.'ALI\il PROVII{SI DI NUSA TEI{GGARA TIMUR

T'UUM

Bahwa adanya kegiatan pembangunan fisik di provinsi Nusa
Tenggara Timur akan dapat menimbulkan dampak menumnya kinerja
lalu lintas, disekitar kawasan atau lokasi pembangunan tersebut,
apabila tidak dilakukan upaya penanganan melalui analisis dampak
lalu lintas.

Untuk mengantisipasi dampak yang lebih parah dikemudian
hari, diperlukan partisipasi dan tanggung jawab para pihak yang
secara langsung melaksanakan pembangunal fisik. penyusunan

Analisis Dampak Lalu Lintas bagi kegiatan/usaha tertentu agar supaya
kegiatan atau usaha tersebut tidak sampai menimbulkan kemacetan
lalu lintas dan oleh karena itu perlu diatur dalam peraturan Daerah
ini.

Dengan Peraturan Daerah ini diharapkan bahwa disamping
untuk memberikan landasan hukum yang memadai, sekaligus sebagai

upaya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk melakukan
pembinaan dan pengawasan terhadap pembangunan lisik yang dapat
menimbulkan dampak terganggunya kelancaran lalu lintas.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di
atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan

Analisis Dampak Lalu Lintas untuk Jalan Provinsi di Nusa Tenggara

Timur.40

-17-



PASAL DTuI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

yang dimaksud dengan "asas transparan' adalah keterbukaan

dalam penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas temtama

yang berhubungan dengan hak dan kewajiban dari
pengembang/pemilik kegiatan dan/atau usaha yang wajib di

Andalalin.

Huruf b

yang dimaksud dengan "asas akuntabel" adalah

penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas yang dapat

diperatanggungiawabkan secara nyata sesuai dengan keadaan

yang dialami oleh pengembang/pemilik kegiatan dan/atau

usaha yang wajib di Andalalin.

Huruf c

yang dimaksud dengan oasas berkelanjutan" adalah

penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas yang mampu

mendukung lalu lintas dan angkutan jalan yang menjamin

keberlanj utan lingkungan hidup.

Huruf d

yang dimaksud dengan oasas partisipatif" adalah

penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas yang melibatkan

partisipasi masyarakat serta semua pihak yang terkait dengan

penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas.

Huruf e

yang dimaksud dengan "asas bermanfaat' adalah

penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas yang memberikan

manfaat bagi masyarakat, dunia usaha serta Pemerintah

Daerat,. $

-18‐



Huruf f
yang dimaksud dengan azas efisien dan efektif adalah
penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas yang berdaya
guna dan berhasil guna.

Huruf g

yang dimaksud dengan "asas seimbang, adalah
penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas yang

diselenggarakan sedemikian rupa sehingga tercipta
keseimbangan antara pemanfaatan ruang lalu lintas untuk
kepentingan lalu lintas dan angkutan jalan dengan

kepentingan usaha/kegiatan yang w4jib Andalalin.

Huruf h

yang dimaksud dengan 'asas terpadu" adalah penyelenggaraan

analisis dampak lalu lintas yang diselenggarakan sebagai

suatu kesatuan sistem yang saling terintegrasi secara utuh
dan saling menunjang.

Huruf i
yang dimaksud dengan uasas mandiri" adalah penyelenggaraan

analisis dampak lalu lintas yang bersendikan kepada

kepribadian bangsa, berlandaskan pada kepercayaan akan

kemampuan dan kekuatan diri sendiri serta mengutamakan

kepentingan daerah dan masyarakat.

Hurufj
yang dimaksud dengan oasas bijaksana' adalah
penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas yang tidak
mengutamakan kepentingan satu pihak semata tetapi

mengakomodasi kepentingan semua pihak yang

memanfaatkan ruang lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukwp jelas. 4!
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Pasa1 5

Yang dimaksud dengan “Tingkat Pelayanan Lalu untas" adalah

kenlalnpuan ruang lalu lintas untuk menaFnpung volume lalu lintas

dengan tetap rnemperhatikan faktor kecepatan dan keselamatan

■ュrunnya tingkat pelayanan lalu lintas jalan dialcibatkan oleh

adanya banglcitan lalu untas(Bangkltan lalu LIntas adalah jumlah

kendaraan masuk dan keluar rata rata perhan atau selama jam

puncak yang dibangHtkan oleh suatu kegiatan dan/atau usahal

dall adanya T面kan lalu lintas「韻 kan Lalu untas adalah

saumこah pettalanan yang berasal dari dan/atau menttu kawasan

tertentu)

Pasa1 6

Cukup jelas.

Pasa1 7

Ayat(1)

Cukupjelas.

Ayat(2)

Cukup jelas.

Ayat(3)

Cukupjelas.

Ayat(4)

Yang dimaksud dengan“ Dispenser"adalah Dinspenser Stasiun

Pengisian Bahan Bakar Umum.

Ayat(5)

Cukupjelas

Ayat(6)

Cukupjelas

Ayat(7)

Cukup jelas.

Ayat(8)

Cukup jelas.

Pasa1 8

Cukupjelas

Pasa1 9

Cukup jelas. r!

-20-



Pasal 1O

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Kewajiban dilalsanakan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 2O

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal22

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

-21-
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KRITERIA UKURAN MINIMAL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

NO JENIS RENCANA PEMBANGUNAN UKURAN MINIMAL

1 Pusat Perdagangan

2 Pusat Perbelanjaan Ritail 500n12 1uaS larltai bangunan

3 Kegiatan Perkantoran 750m2 luas lantai bangunan

4 Kegiatan Industri dan Pergudangan 2000m2 luas lantai bangunan

5 Fasilitas Pendidikan

1) Sekolah/Universitas

2l l,embaga Kursus

500 siswa

Bangunan dengan 50 siswa/satuan

waktu

6 Fasilitas Pelayanan Umum

l)Rurrlah Sakit

2)Klinik Bersama

3)Bank

25 tempat tidur
6 ruang praktek dokter

SOOm' luas lantai bangunan

7 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum 1 dispenser

8 Hotel 50 kamar

9 Gedung Pertemuan 500m2 luas lantai bangunan

10 Restoran 5O tempat duduk

Fasilitas Olahraga (indoor atau

outdoor)

Kapasitas penonton 100 orang dan

/ atau luas 10.000m2

12 Bengkel Kendaraan Bermotor 1OOOm2 luas lantai bangunan

13 Pencucian Mobil 1000m2 luas lantai bangunan

14 Perumahan dan Pemukiman

1) Perumahan sederhana

2) Perumahan menengah - atas

3) Rumah susun sederhana

4) Apartemen

5) Asrama

6) Ruko

100 unit

30 unit

50 unit

30 unit

40 kamar

1000■12 1uaS keselurllhan

LAMPI― 1 8 PERATURAN DAERAH PROⅥ NSI NUSA TENGGARA TIMUR.

NOMOR   3 8 TAHUN 2018

TANGGAL  8 20 JULE2018

-22-
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NO JENIS RENCANA PEMBANGUNAN UKU― MINIMAL

15 Pelabuhan

16 Bandar Udara

17 Tennlnal

18 Pool Kendaraan

19 Fasilitas Parkir untuk umum

Catatan : angka pada kolom diatas adalah angka htmulatif.

TIMUR,&′ 巧.GUBERNUR NЧ
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KRITERIA UKURAN MINIMAL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

NO JENIS RENCANA PEMBANGUNAN UKURAN MINIMAL

1 Pusat Perdagangan

2 Pusat Perbelanjaan Ritail 500m2 luas lantai bangunan

3 Kegiatan Perkantoran 750m2 luas lantai bangunan

4 Kegiatan Industri dan Pergudangan 2000m2 luas lantai bangunan

5 Fasilitas Pendidikan

1) Sekolah/Universitas

2) l,embaga Kursus

500 siswa

Bangunan dengan 5O siswa/satuan

waktu

6 Fasilitas Pelayanan Umum

l)Rumah Sakit

2)Klinik Bersama

3)Bttk

25 tempat tidur
6 ruang praktek dokter

500m2 luas lantai bangunan

7 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum 1 dispenser

8 Hotel 50 kamar

9 Gedung Pertemuan 500m2 luas lantai bangunan

10 Restoran 50 tempat duduk
１
■ Fasilitas Olahraga (indoor atau

outdoor)

Kapasitas penonton 100 orang dan

I atau luas 10.000m'

12 Bengkel Kendaraan Bermotor 1000m2 luas lantai bangunan

13 Pencucian Mobil 1O0Om2 luas lantai bangunan

14 Perumahan dan Pemukiman

1) Perumahan sederhana

2) Perumahan menengah-atas

3) Rumah susun sederhana

4) Apartemen

5) Asrama

6) Ruko

100 unit

30 unit

50 unit

30 unit

40 kamar

1000Fr12 1uaS keseluruhan

LAMPI-1 8 PERAT― DAE― PROⅥNSI NUSA TENGG― TI麒 .

NOMOR   3 8 TAHUN 2018

TANGGAL  8 20 JULE2018

移
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NO JENIS RENCANA PEMBANGUNAN UKU― MINIMAL

15 Pelabuhan

16 Bandar Udara

17 Terminal

18 Pool Kendaraan

19 Fasilitas Parkir untuk umum

Catdtan : aqka pada kolom diatas adalah angka kumulatif.

メ ]町。GUBERNUR NソPttTENGGARATIMUR,タ

-23-
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KRITERn UKURAN MINIMAL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

NO JENIS RENCANA PEMBANGUNAN UKURAN MINIMAL
１
■ Pusat Perdagangan

2 Pusat Perbelan」 aan Ritail 500■■2 1uaS lantai bangunan

3 Kegiatan Perkantoran 75Om2 luas lantai bangunan

4 Kegiatan Industri dan Pergudangan 2000m2 luas lantai bangunan

5 Fasilitas Pendidikan

1) Sekolah/Universitas

2l l,embaga Kursus

500 siswa

Bangunan dengan 50 siswa/satuan

waktu

6 Fasilitas Pelayanan Umum

l)Rumah Sakit

2)Klinik Bersama

3)Barlk

25 tempat tidur

6 ruang praktek dokter

500m2 luas lantai bangunan

7 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum 1 dispenser

8 Hotel 50 kamar

9 Gedung Pertemuan 5O0m' luas lantai bangunan

10 Restoran 50 tempat duduk
１
■ Fasilitas Olahraga (indoor atau

outdoor)

Kapasitas penonton 100 orang dan

/ atau luas 10.000m2

12 Bengkel Kendaraan Bermotor 1000m2 luas lantai bangunan

13 Pencucian Mobil 1000m2 luas lantai bangunan

14 Perumahan dan Pemukiman

1) Perumahan sederhana

2) Perumahan menengah-atas

3) Rumah susun sederhana

4) Apartemen

5) Asrama

6) Ruko

100 unit

30 unit

50 unit

30 unit

40 kamar

1000Fr12 1uaS keselurllhan

LAMPIRAN 1 8 PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

NOMOR   3 8 TAHUN 2018

TANGGAL  8 20 JUL12018

タ
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NO JENIS RENCANA PEMBANGUNAN UKURAN MINIMAL

15 Pelabuhan

16 Bandar Udara

17 Tenninal

18 Pool Kendaraan

19 Fasilitas Parkir untuk umum

h angka kumulatif'

′ 巧.GUBERNUR TIMUR,レ
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KRITERIA UKURAN MINIMAL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

NO JENIS RENCANA PEMBANGUNAN UKURAN MINIMAL

1 Pusat Perdagangan

2 Pusat Perbelanjaan Ritail 500m2 luas lantai bangunan

3 Kegiatan Perkantoran 750m2 luas lantai bangunan

4 Kegiatan Industri dan Pergudangan 2OOOm? luas lantai bangunan

5 Fasilitas Pendidikan

1) Sekolah/Universitas

2) L,embaga Kursus

500 siswa

Bangunan dengan 50 siswa/satuan

waktu

6 Fasilitas Pelayarlan Umum

l)Rumah Sakit

2)Klinik Bersama

3)Bank

25 tempat tidur
6 ruang praktek dokter

500m2 luas lantai bangunan

7 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum 1 dispenser

8 Hotel 50 kamar

9 Gedung Pertemuan 500m2 luas lantai bangunan

10 Restoran 50 tempat duduk
１
■ Fasilitas Olahraga (indoor atau

outdoor)

Kapasitas penonton lOO orang dan

/ atau luas 10.000m2

12 Bengkel Kendaraan Bermotor 1000m2 luas lantai bangunan

13 Pencucian Mobil 1000m2 luas lantai bangunan

14 Perumahan dan Pemukiman

1) Perumahan sederhana

2l Perumahart menengah-atas

3) Rumah susun sederhana

4) Apartemen

5) Asrama

6) Ruko

100 unit

30 unit

50 unit

30 unit

40 kamar

1000■12 1uaS keselurllhan

― PI― E 8 PERATURU DAE― PROVINSI NUSA TEⅣ GG― TE― 。

NOMOR   8 8 TAHUN 2018

TANGGAL  3 20CRЛ Л 2018

杉
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NO JENIS RENCANA PEMBANGUNAN UKU― MINIMAL

15 Pelabuhan

16 Bandar Udara

17 Terminal

18 Pool Kendaraan

19 Fasilitas Parkir untuk umum

@o kolom diatas adalah angka kumulatif.

I q. cUBERNUR TENGGARA TIMUR,♭
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LAIIPIRAN II  : PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR。

NOMOR  : 8 TAHUN 2018

TANGGAL : 20 JUL1 2018

A.FORIIAT SURAT PERICOHONAN PERSETUJUAN ANALISIS DAMPAK
LALU LINTAS.

KOP SURAT PERUSAHAAN/1NSTANSI

20.¨ .

Nomor

Klasifikasi
[,ampiran
Perihal

Yth. Gubernur Nusa Tenggara
Timur
c.q. Kepala Dinas
Perhubungan

Permohonan
Persetujuan
Andalin

Kupang

Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2OO9
tentang l,alu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan
Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan
Lalu Lintas, dan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur Nomor .......disebutkarr bahwa untuk memperoleh
persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas, maka
pengembang atau pembangun harus menyampaikan hasil
analisis dampak lalu lintas kepada Gubernur melalui kepala
Dinas sesuai dengan kewenangannya.
Menunjuk angka 1 (satu) di atas, disampaikan bahwa kami
selaku pengembang atau pembangun yaitu PT (diisi nama
perusahaan pengembang/pembangun) berencana akan
mengembangkan/membangun (diisi nama objek yang akan
dikembangkan/dibangun) yang terletak di jalan . . (diisi nama
jalan / RT/ R W / Kelurahan / Kecamalan / Kabupaten/ Kota) yang
merupakan jalan provinsi.
Sehubungan dengan angka I (satu) dan 2 (dua) di atas, dan
untuk kelancaran investasi, bersama ini kami mengajukan
permohonan persetujuan Andalalin pengembangan /
pembangunan (diisi narna objek yang akan
dikemballgkan/dbangu■ .多

1

3

2

-24-



4. Sebagai kelengkapan administrasi, terlampir kami sampaikan
Dokumen Hasil Andalalin pengembangan atau pembangunan
dimaksud yang dikerjakan oleh Konsultan PI./ CV." ' (diisi
nama perusahaan konsultan Andalalin).

5. Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian
dan keg'asamanya, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

Tandatangan dan stemPel

Nama Pemohon

Tembusan Yth:
1. Gubemur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Sekertaris Daerah Provinsi NTT di Kupang;
3. Kepala Dinas Perhubungan kab/Kota; (diisi nama Kab/kota) lokasi pembangu "*, Q

一Ｌ
Ｊ
つ
乙



B. FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN.

KOP SURAT PERUSAHAAI{ /NSTAI{SI

ST'RAT PERITYATAAI{ XESANGGT'PAIT

Nomor:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ...........(nama pengembang
atau pembangun), Pemerintah/ BUMN/ lembaga/ swasta/ perorangan), bahwa
berdasarkan Berita Acara Pembahasan Hasil Andalalin, nomor
:.............tanggal.........bulan...........tahun .......tentang........., dengan ini
menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan semua kewajiban, yaitu :

1...............
2.............
3. dst.

Demikian surat pernyataan kesanggupan ini dibuat dengan sesungguhnya
dan dengan penuh rasa tanggung jawab dan apabila dikemudian hari tidak
mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan, kami bersedia untuk dikenakan
sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

tanggaI......20.....
Pengembang atau pembangun,

Tanda tangan
Stempel perusahaan / instansi
Materai Rp. 60O0

(nama lengkap)

/c PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 
b

pnoaeRt SIMBoLoN
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LAMPIRAN II  : PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR。

NOMOR  : 8 TAHUN 2018

TANGGAL : 20 JULE 2018

FO― T SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN ANALISIS DAMPAK
LALU LINTAS。

KOP SURAT PERUSAHAANノ INSTANSI

20....

Nomor

Klasiflkasi

Lampiran
Penhal

Yth Gubernur Nusa Tenggara
Timur
c.q. Kepa-la Dinas
Perhubungan

Di

Permohonan
Persetujuan
Andalin

2

Kupang

Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2OO9

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan
Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan
Lalu Lintas, dan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur Nomor .......disebutkan bahwa untuk memperoleh
persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas, maka
pengembang atau pembangun harus menyampaikan hasil
analisis dampak lalu lintas kepada Gubernur melalui kepala
Dinas sesuai dengan kewenangannya.
Menunjuk angka 1 (satu) di atas, disampaikan bahwa kami
selaku pengembang atau pembangun yaitu PT (diisi nama
perusahaan pengembang/pembangun) berencana akan
mengembangkan/membangun (diisi nama objek yang akan
dikembangkan/dibangun) yang terletak di jalan . . (diisi nama
j alan / RT/ R W / Kelurahan I Kecamatan I Kabupaten / Kota) yang
merupakan jalan provinsi.
Sehubungan dengan angka I (satu) dan 2 (dua) di atas, dan
untuk kelancaran investasi, bersama ini kami mengajukan
permohonan persetujuan Andalalin pengembangan /
pembangunan (diisi nama objek yang akan
dikembangkan/dibangu4タ

3

-24-



4. Sebagai kelengkapan administrasi, terlampir kami sampaikan
Dokumen Hasil Andalalin pengembangan atau pembangunan
dimaksud yang dikerjakan oleh Konsultan PT./ CV... . (diisi
nama perusahaan konsultan Andalalin).

5. Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian
dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

Tandatangan dan stempel

Nama Pemohon

Tembusan Yth:
1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Sekerta-ris Daerah Provinsi N1T di Kupang;
3. Kepala Dinas Perhubungan kab/ Kota; (diisi nama Kab/ kota) iokasi pmbangunary4y'

-25-



B. FO― T SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN.

XOP SI'RAT PERUSAHAAIT /NTSTAITSI

SI'RAT PERITYATAAN KTSANGGI'PAIT

Nomor:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

dalem hal ini bertindak untuk dan atas nama ...........(nama pengembang
atau pembangun), Pemerintah / BUMN/ lembaga/ swasta/ perorangan), bahwa
berdasarkan Berita Acara Pembahasan Hasil Andalalin, nomor
:.............tanggal.........bulan...........tahun .......tentang........., dengan ini
menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan semua kewajiban, yaitu :

1...............
2.............
3. dst.

Demikian surat pernyataan kesanggupan ini dibuat dengan sesungguhnya
dan dengan penuh rasa tanggung jawab dan apabila dikemudian hari tidak
mematuhi ketentuan yang tel,ah ditetapkan, kami bersedia untuk dikenakan
sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

tanggal......20.....
Pengembang atau pembangun,

Tanda tangan
Stempel perusahaan/instansi
Materai Rp. 6000

(nama lengkap)

ι 町.GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,レ
メ
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LAMPIRAN II  : PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

NOMOR  : 8 TAHUN 2018

TANGGAL : 20 JUL1 2018

FO― T SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN ANALISIS DAMPAK
LALU LINTAS.

KOP SURAT PERUSAHAANノ INSTANSI

20.… .

Nomor

Klasifikasi
[a.mpiran
Perihal

Yth. Gubernur Nusa Tenggara
Timur
c.q. Kepala Dinas
Perhubungan

Di
Kupang

Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2OO9
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan
Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan
la.lu Lintas, dan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur Nomor .......disebutkan bahwa untuk memperoleh
persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas, maka
pengembang atau pembangun harus menyampaikan hasil
analisis dampak lalu lintas kepada Gubernur melalui kepala
Dinas sesuai dengan kewenangannya.
Menunjuk angka 1 (satu) di atas, disampaikan bahwa kami
selaku pengembang atau pembangun yaitu PT (diisi nama
perusahaan pengembang/pembangun) berencana akan
mengembangkan/membangun (diisi nama objek yang akan
dikembangkan/dibangun) yang terletak di jalan . . (diisi nama
jalan/ RT/ R W / Kelurahan / Kecamatan / Kabupaten / Kota) yang
merupakan jalan provinsi.
Sehubungan dengan angka I (satu) dan 2 (dua) di atas, dan
untuk kelancaran investasi, bersama ini kami mengajukan
permohonan persetujuan Andalalin pengembangan I
pembangunan (diisi nama objek yang akan
dikembangkan / dibalrpnl. p

Permohonan
Persetujuan
Andalin

1

2

3

-24-



4. Sebagai kelengkapan administrasi, terlampir kami sampaikan
Dokumen Hasil Andalalin pengembangan atau pembangunan
dimaksud yang dikerjakan oleh Konsultan PT./ CV... . (diisi
nama perusahaan konsultan Andalalin).

5. Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian
dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

Tandatangan dan stemPel

Nama Pemohon

Tembusan Yth:
1. Gubemur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Sekerta-ris Daerah Provinsi NTf di Kupang;
3. Kepala Dinas Perhubungan kab/Kota; (diisi nama Kab/kota) lokasi pembangtnan; /l,i'

-25-



B. FORMAT ST'RAT PERITYATAAT{ KESAITCiGT'PAN'

SI,RAT PERITYATAAN KTSANGGUPAN

Nomor:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat '.

i*f^- n"f ini bertindak untuk dan atas nama """""'(nama pengembang

atau pembangun), Pemerintah / BUMN / lembaga/ swasta/ perorangan)' bahwa

berdasarkan 
- Berita Acara Pembahasan Hasil Andalalin' nomor

r.............a.tgg"f ....... '.bulan...'....."tahun """'tentang""'""' dengan ini

menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan semua kewajiban' yaitu :

1...............
2.............
3. dst.

Demikian surat pemyataan kesanggupan ini dibuat dengan sesunggUhnya

dan dengan penuh rasa *tg"t:"*^U a"t' apabila dikemudian hari tidak

mematuhi ketentuan yang te;h diietapkan, kami bersedia untuk dikenakan

".rrt "l """r"i 
dengan ketJntuan dan peraturan perundangan yang berlaku '

Pengembang atau Pembangun,

Tanda tangan
Stempel Perusahaan / instansi
Materai RP. 6000

(nama lengkaP)

/a Pj' GUBERNUR NU.

-26-
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LAMPIRAN II : PERATURAN DADRAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

NOMOR  : 8 TAHUN 2018

TANGGAL : 20 JVL1 2018

A.FO― T SURAT PERMOHONAN PERSrTUJutt NALISIS DAMPAK
LALU LINTAS。

KOP SURAT PERUSAHAANノ INSTANSI

20.…

Nomor

Klasifikasi
l,ampiran
Perihal

Yth Gubernur Nusa Tenggara
Timur
c.q. Kepala Dinas
Perhubungan

Di

: Permohonan
Persetujuan
Andalin

1

Kupang

Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2OO9
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan
Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan
Lalu Lintas, dan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur Nomor .......disebutkan bahwa untuk memperoleh
persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas, maka
pengembang atau pembangun harus menyampaikan hasil
analisis dampak lalu lintas kepada Gubernur melalui kepala
Dinas sesuai dengan kewenangannya.
Menunjuk angka 1 (satu) di atas, disampaikan bahwa kami
selaku pengembang atau pembangun yaitu PT (diisi nama
perusahaan pengembang/pembangun) berencana akan
mengembangkan/membangun (diisi nama objek yang akan
dikembangkan/dibangun) yang terletak di jalan . . (diisi nama
j alan / RT/ R W / Kelurahan / Kecamatan / Kabupaten / Kota) yang
merupakan jalan provinsi.
Sehubungan dengan angka I (satu) dan 2 (dua) di atas, dan
untuk kelancaran investasi, bersama ini kami mengajukan
permohonan persetujuan Andalalin pengembalgan I
pembangunan (diisi nama objek yang akan
dikembangkan/dbangu■ .ダ

2

3

‐24-



4. Sebagai kelengkapan administrasi, terlampir kami sampaikan
Dokumen Hasil Andalalin pengembangan atau pembangunan
dimaksud yang dikeqiakan oleh Konsultan PT./ CV... . (diisi
nama perusahaan konsultan Andalalin).

5. Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian
dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

Tandatangan dan stemPel

Nama Pemohon

Tembusan Yth:
1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Sekertaris Daerah Provinsi NTT di Kupang;
3. Kepala Dinas Perhubungan kab/ Kota; (diisi nama Kab/kota) iokasi Wmbanganan;l&

-25-



B. FO― T SURAT PEWYATAAN KESANGGtIPAN.

KOP ST'RAT PERUSAIIAAN / IIf STAI{SI

ST'RAT PERITYATAAN KESAITG}GI'PAN

Nomor:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama .........'.(nama pengembang

atau pembangun), Pemerintah/BuMN/lembaga/swasta/perorangan), bahwa
berdasarkan Berita Acara Pembahasan Hasil Andalalin, nomor
:.............tanggal.........bulan...........tahun .....'.tentang........., dengan ini
menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan semua kewajiban, yaitu :

1...............
2.............
3. dst.

Demikian surat pernyataan kesanggupan ini dibuat dengan sesungguhnya
dan dengan penuh rasa tanggung jawab dan apabila dikemudian hari tidak
mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan, kami bersedia untuk dikenakan
sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku'

tanggal......20.....
Pengembang atau pembangun,

Tanda tangan
Stempel perusahaan / instansi
Materai Rp. 6000

(nama lengkap)

/4.

SIMBOLON
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